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Kesimpulan

Perjanjian baku Indodax sejauh ini masih mengandung berbagai ketentuan yang tidak
sesuai atau dapat dikatakan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur mengenai pelarangan pencantuman
klausula baku di dalam sebuah perjanjian, Peraturan Bank Indonesia Nomor
22/20/PBI1/2020 Tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia dan Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa

Keuangan.

Selain Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,
terdapat juga Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen yang mensyaratkan pelaku usaha untuk memenuhi standar yang
dipersyaratkan dan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini merujuk
pada Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan
Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka yang dijadikan dasar berlakunya
terhadap perjanjian baku Indodax, selain berdasar pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Menurut penelitian yang sudah dilakukan, permasalahan yang ditemukan di dalam
perjanjian baku Indodax adalah banyaknya klausula yang terindikasi sebagai klausula
eksonerasi, baik mengenai pengalihan tanggung jawab Indodax kepada konsumen atau
melepaskan tanggung jawab yang seharusnya wajib dipenuhi. Selain permasalahan yang
memuat beberapa ketentuan yang bertentangan dengan beberapa peraturan perundang-
undangan yang mengatur mengenai perjanjian baku, bentuk dari perjanjian baku Indodax
sendiri masih kurang rapi. Dilihat dari banyaknya penyalahgunaan tanda baca,
menggunakan tata bahasa yang sedikit banyak masih berantakan yang dapat menyebabkan

kesalahpahaman bagi pembacanya. Masih juga terdapat berbagai kesalahan dalam
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penulisan seperti pemberian nomor atau simbol-simbol yang cukup membingungkan

pembacanya.

Dengan kesimpulan bahwa ternyata perjanjian baku Indodax masih mencantumkan
klausula eksonerasi seperti contohnya pengalihan tanggung jawab kepada konsumen, maka
dapat dikatakan perjanjian baku Indodax melanggar Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pelanggaran terhadap Pasal 18 Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat berakibat pada

klausula baku yang bersangkutan dinyatakan batal demi hukum.

Pelanggaran terhadap pengaturan di dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor
22/20/PBI/2020 Tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia mengenai klausula
eksonerasi akan diberikan teguran tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh
kegiatan usaha dan/atau pencabutan izin. Sementara di dalam Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan,
tidak diatur sanksi yang dapat diberikan jika memuat klausula eksonerasi di dalam sebuah

perjanjian.

Saran

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, berikut adalah saran penulis untuk memberikan

perubahan terhadap perjanjian baku Indodax, yaitu:

1. Klausula dalam perjanjian baku Indodax yang menyatakan bahwa konsumen tunduk
pada perubahan SKU yang dimaksud dan disebutkan bahwa Indodax akan
memberitahukan perubahan melalui media pemberitahuan yang dianggap baik oleh
Indodax, seharusnya Indodax lebih memberikan informasi tambahan mengenai media
apa yang digunakan oleh Indodax dalam memberikan pemberitahuan bahwa adanya
perubahan.

2. Dalam hal penggunaan data pribadi, Indodax seharusnya meminta persetujuan secara
tertulis dari penggunanya, selaku pemilik dari data pribadi tersebut, untuk mendapatkan
wewenang dalam menggunakan data pribadi penggunanya. Selain itu, dikatakan juga
bahwa data pribadi tersebut juga akan diberikan kepada Pihak Ketiga. Indodax juga

perlu memberikan informasi yang jelas mengenai hal ini agar pemilik data pribadi
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memang menyadari bahwa datanya akan digunakan baik oleh Indodax maupun Pihak
Ketiga.

. Indodax seharusnya menggunakan tata bahasa yang baik dan benar, yang tidak terlihat
sangat rumit dan sulit dimengerti oleh pembacanya, yang pada dasarnya rata-rata
pembaca merupakan orang awam yang tidak membaca perjanjian sebagai kegiatan
rutinitas kesehariannya.

. Klausula baku mengenai force majeure perlu lebih dirincikan agar tidak menimbulkan
kesalahpahaman antara pembaca dengan Indodax pada saat kejadian tersebut terjadi.

. Point 1 dalam bagian Penolakan Jaminan dan Batasan Tanggung Jawab yaitu menjamin
bahwa layanan akan akurat atau dapat diandalkan merupakan tanggung jawab Indodax
selaku pemilik layanan website Indodax, maka dari itu tidak dapat dilepaskan begitu
saja menggunakan klausula eksonerasi.

. Dalam hal penggunaan layanan yang akurat dan selalu dapat berjalan setiap waktu,
Indodax perlu melakukan pemeliharaan agar tujuan tersebut terlaksana. Dengan
mencantumkan frasa “sebagaimana adanya” dan “sebagaimana tersedia”, terlihat jelas
bahwa Indodax melepaskan kewajibannya untuk memelihara layanan yang disediakan.
Frasa tersebut harus dihapuskan.

. Di dalam Point 1II pada bagian Penolakan Jaminan dan Batasan Tanggung Jawab,
disebutkan bahwa Indodax tidak akan memberitakan pertanggungjawaban atas adanya
proses skimming atau hacking. Klausula ini perlu dihilangkan karena Indodax
mempunyai kewajiban untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data konsumen.

. Melakukan perubahan pada bagian Tanggung Jawab dengan mengganti tanda baca
yang sinkron satu dengan yang lainnya. Selain itu juga penomoran juga perlu diperbaiki
karena Indodax seharusnya mulai melakukan penomoran pada saat menyebutkan
sesuatu, dalam hal ini menyebutkan hal-hal yang tidak akan ditanggung risikonya oleh

Indodax.
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